
 
 

 

 

 

WALI KOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA 

 NOMOR   26.1   TAHUN  2023  

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 

SURAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SURAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang 

cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, 

dan akuntabel, perlu adanya pengelolaan Perizinan 

Berusaha pada Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  

b.  bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan 

kegiatan berusaha di daerah perlu adanya delegasi 

kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

   c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha 

dan Nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah 

Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta terdapat jenis 

kegiatan dan/atau usaha yang belum didelegasikan 

sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang  Pendelegasian 

Kewenangan... 

SALINAN 
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Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Surakarta; 

       

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617);  

5. Peraturan... 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023           

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta 

Nomor 141); 

                            

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN 

KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KOTA SURAKARTA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Surakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta. 

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan 

sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 

terpadu satu pintu. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota... 
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Kota Surakarta yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP 

adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta. 

7. Perangkat Daerah Teknis adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah berkaitan dengan 

teknis pelayanan terpadu satu pintu.  

8. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, 

hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan 

Berusaha dari Kepala Daerah kepada Kepala DPMPTSP, 

termasuk penandatanganannya atas nama pemberi 

wewenang. 

9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas 

persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau 

Pelaku Usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/ atau kegiatannya.  

11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan 

Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 

12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang 

selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang 

diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

statistik. 

13. Rekomendasi teknis adalah persetujuan yang dikeluarkan 

oleh Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan/Tim 

Teknis Perizinan untuk pemenuhan Perizinan Berusaha 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

Online Single Submission yang selanjutnya disebut 

Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang 

dikelola... 
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dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 

16. Pelaku Usaha adalah orang perseorarıgarı atau Badan 

Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 

bidang tertentu. 

17. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan 

hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang 

didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang 

tertentu. 

18. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai 

kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang 

mempunyai tugas memberikan saran dan/atau 

pertimbangan teknis atas penerbitan Perizinan Berusaha. 

19. Jangka Waktu adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan 

Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan 

Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, 

terhitung sejak dokumen lengkap dan benar. 

20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 

 

BAB II 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 2 

(1) Maksud pendelegasian kewenangan perizinan berusaha 

adalah : 

a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan 

berusaha; 

b. terwujudnya pelayanan perizinan berusaha yang 

cepat, efektif, dan transparan; dan 

c. terwujudnya... 
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c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan 

berusaha. 

(2) Tujuan pendelegasian perizinan Berusaha adalah untuk 

meningkatkan kualitas Perizinan Berusaha sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, 

terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. 

 

BAB III 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

 

Pasal 3 

(1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah 

Daerah dalam Perizinan Berusaha kepada Kepala 

DPMPTSP. 

(2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

b. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali 

Kota berdasarkan asas tugas pembantuan. 

(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

melalui Pelayanan Sistem Elektronik dan/atau Sistem 

OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Jenis Perizinan Berusaha yang didelegasikan kepada Kepala 

DPMPTSP sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3 ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota  ini. 

 

 

 

 

BAB... 



- 7 - 
 

 
 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  

 

Pasal 5 

(1) Pelayanan Perizinan Berusaha diselenggarakan melalui 

pelayanan sistem elektronik yang dikembangan oleh 

DPMPTSP dan/atau melalui Sistem OSS. 

(2) Penyelenggaraan pelayanan sistem elektronik dilakukan 

dengan memadukan beberapa jenis pelayanan untuk 

menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam 

satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan 

sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan 

melalui satu pintu. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) DPMPTSP  

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis. 

(2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) DPMPTSP 

memerlukan pertimbangan/rekomendasi dari Perangkat 

Daerah Teknis. 

(3) Dalam hal DPMPTSP memerlukan pertimbangan/ 

rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu 

dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis terkait. 

 

BAB V 

TIM TEKNIS 

 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 

Perizinan Berusaha dibentuk Tim Teknis sesuai dengan 

kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat 

Daerah Teknis. 

 

 
  

(2) Tim... 
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(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pejabat dan/atau aparatur sipil negara Perangkat Daerah 

Teknis yang ditugaskan.  

(3) Penugasan Tim Teknis  sebagaimana  dimaksud  pada 

ayat (2) berdasarkan usulan/surat penugasan dari Kepala 

Perangkat Daerah Teknis. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas 

penerbitan Perizinan Berusaha yang ditetapkan dengan 

berita acara pemeriksaan. 

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

 

BAB VI 

PELAYANAN SISTEM OSS 

 

Pasal 8 

(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko 

dilakukan secara elektronik dan terintegrasi  melalui  

Sistem OSS. 

(2) Sistem OSS terdiri atas: 

a. subsistem pelayanan informasi; 

b. subsistem Perizinan Berusaha; dan 

c. subsistem Pengawasan. 

(3) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk 

melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 

 

Pasal 9 

(1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menyediakan informasi 

dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  

(2) Informasi... 
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(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa 

menggunakan hak akses.  

 

Pasal 10 

(1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

dilakukan melalui  subsistem  Perizinan  Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf  b. 

(2) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak 

akses oleh: 

a. Pelaku Usaha; 

b. DPMPTSP; dan 

c. Perangkat Daerah Teknis. 

(3) Hak akses oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b diberikan kepada pengelola hak akses 

yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP. 

(4) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan 

dan kebutuhan yang diperlukan. 

(5) Hak akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diberikan kepada Personil yang membidangi pada 

Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah terkait 

dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala 

Perangkat  Daerah  pelaksana urusan pemerintah terkait. 

(6) Hak akses oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (2) huruf b diberikan untuk: 

a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi 

pemenuhan persyaratan atau persetujuan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko; 

b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan 

c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara 

pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha. 

(7) Hak akses oleh Perangkat Daerah Teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan untuk 

melakukan verifikasi  teknis dan notifikasi pemenuhan 

persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

 
 

Pasal... 
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Pasal 11 

 

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha 

dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.  

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau 

yang disediakan oleh DPMPTSP. 

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat 

dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: 

a. pelayanan berbantuan; dan/atau 

b. pelayanan bergerak. 

(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP 

dan Pelaku Usaha. 

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan 

pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan 

sarana transportasi atau sarana lainnya. 

 

Pasal 12 

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan 

Sistem OSS: 

a. belum tersedia; atau 

b. terjadi gangguan teknis. 

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP 

berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap 

berlangsung. 

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan 

berbantuan dilakukan dengan tahapan: 

a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan 

Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas 

DPMPTSP; 

b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring 

sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam 

Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan 

c. persetujuan... 
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c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen 

Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku 

Usaha melalui sarana komunikasi.  

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan 

berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak 

dinyatakan terjadinya gangguan teknis. 

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem 

OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 

kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP. 

 

BAB VII 

 MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 

 

Pasal 13 

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan 

Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha di Daerah. 

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengelolaan pengaduan masyarakat; 

b. penyuluhan kepada masyarakat; dan 

c. pelayanan konsultasi. 

 

Pasal 14 

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan 

secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, 

dan tidak dipungut biaya.  

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: 

a. menerima dan memberikan tanda terima; 

b. memeriksa kelengkapan dokumen; 

c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; 

d. menelaah dan menanggapi; 

e. menatausahakan; 

f. melaporkan hasil; dan 

g. memantau... 



- 12 - 
 

 
 

g. memantau dan mengevaluasi.  

(3) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

melalui: 

a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan 

pengaduan; dan 

b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media 

elektronik dan non  elektronik antara lain surat 

aduan, kotak pengaduan, email, faximile, website, 

dan media sosial lainnya. 

(4) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan 

identitas pengadu/kuasa serta melampirkan dokumen 

pendukung yang sah.  

 

Pasal 15 

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling 

sedikit meliputi:  

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan 

masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;  

b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;  

c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan 

Berusaha;  

d. waktu dan tempat pelayanan; dan  

e. tingkat risiko kegiatan usaha.  

(2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. media elektronik; 

b. media cetak; dan/atau 

c. pertemuan.  

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan 

Perangkat Daerah teknis secara periodik.  

 

 

 

Pasal... 
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Pasal 16 

(1) Pelayanan konsultasi Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:  

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; 

b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan 

c. pendampingan teknis.  

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan 

dan/atau daring.  

(3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan 

Perangkat Daerah teknis secara interaktif.  

 

BAB VIII 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Pasal 17 

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP 

harus didukung oleh aparatur sipil negara yang 

memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang 

dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.  

(2) Dalam rangka pemenuhan standar dan peningkatan 

kualitas penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP melakukan 

pengembangan sumber daya manusia secara konsisten 

dan terprogram.   

       

BAB IX  

PENDANAAN 

 

Pasal 18  

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

 

BAB... 
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BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 19 

(1) Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang telah 

diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali 

Kota ini dinyatakan tetap  berlaku  sampai dengan 

habis masa berlakunya. 

(2) Permohonan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai 

ketentuan Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 20 

(1) Pendelegasian kewenangan perizinan berusaha yang belum 

tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini tetapi 

termuat dalam Sistem OSS yang merupakan kewenangan 

Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

(2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini  mulai  berlaku,  maka 

Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah 

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta 

Tahun 2022 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 21 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Agar... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

 

 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 28 November 2023 

 

WALI KOTA SURAKARTA, 

 

ttd 

GIBRAN RAKABUMING RAKA 

         

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal 28 November 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, 

ttd 

 

AHYANI 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 49 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA, 
 
 

YENI APRILIAWATI 

 

 

 

 


		2024-07-05T10:21:52+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




